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Abstract

Public services through Panic Button on Hand as an innovation in handling crime reports, and also to find
out the inhibiting factors for Panic Button on Hand innovation by the Malang City Police. The high crime
rate in Indonesia forces the Police to create a sense of security. One of them is Malang City which has the
second highest number of crimes, and has the smallest number of settlements among other cities in East
Java, by making the Panic Button on Hand innovation. This innovation was made to make it easier for the
public to submit reports and increase the speed of service of the Malang City Police in handling crime
reports quickly and accurately. However, this innovation still has several shortcomings related to the use
of technology because it still has obstacles, and there are still many people who do not understand and feel
the usefulness of the Panic Button on Hand innovation.

Keywords: public service; public service innovation.

Abstrak

Pelayanan publik melalui Panic Button on Hand sebagai inovasi dalam penanganan laporan kriminalitas,
dan juga untuk mengetahui faktor penghambat inovasi Panic Button on Hand oleh Polres Malang Kota.
Tingginya angka kriminalitas di Indonesia memaksa Kepolisian untuk menciptakan rasa aman. Salah
satunya adalah Kota Malang yang memiliki jumlah kejahatan terbanyak nomor dua, dan memiliki jumlah
penyelesaian terkecil diantara Kota lain di Jawa Timur, dengan membuat inovasi Panic Button on Hand.
Inovasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat memberikan laporan dan meningkatkan kecepatan
pelayanan Polres Malang Kota dalam menangani laporan kriminalitas dengan cepat dan tepat. Namun
demikian, inovasi ini masih memiliki beberapa kekurangan terkait dengan penggunaan teknologi karena
masih memiliki kendala, serta masih banyak masyarakat yang belum memahami dan merasakan nilai
kemanfaatan dari inovasi Panic Button on Hand.

Kata Kunci: pelayanan publik; inovasi pelayanan publik

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hukum. Kriminalitas
menjadi masalah yang besar karena akan merugikan secara ekonomi dan akan merusak
tatanan kehidupan negara. Meningkatnya jumlah kriminalitas memaksa kebutuhan akan
rasa aman menjadi sesuatu yang utama dan merupakan kebutuhan yang penting bagi
manusia dalam menjalakan aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi angka kriminalitas
menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan
indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Tabel 1. Profil Kejahatan Berdasarkan Jenis Indikator di
Indonesia

Jenis Indikator 2013 2014 2015
Jumlah Kejahatan (Crime Total) 342.084 325.317 | 352.936
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Jumlah kejahatan yang diselesaikan

(crime cleared) 183.122 176.530 | 205.170
Persentase penyelesaian

kejahatan (clearance rate) 53,68 54,26 58,13
Selang waktu terjadinya kejahatan

(crime clock) 00.01°32” 00.01°36” | 00.01°29”
Resiko Terkena

Kejahatan (Crime Rate) 140 131 140

Keterangan: Crime rate=Jumlah kejahatan pada tahun t , 149 ggg
jumlah penduduk

Sumber: Statistik Kriminal 2016, BPS

Berdasarkan Tabel 1. Jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia
bersifat fluktuatif dan cenderung tinggi. Jumlah orang yang berisiko terkena tindak
kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk adalah sebanyak 140 orang pada tahun
2013, 131 orang pada tahun 2014, dan 140 orang pada tahun 2015. Jumlah penyelesaian
atas kejahatan yang terjadi juga hanya 54% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa
kejahatan yang terjadi belum ditangani secara maksimal. Meskipun angka kejahatan
menurun dan intensitas waktu terjadinya tindak kriminalitas semakin panjang, hal itu
tidakmenjadikan peningkatan jumlah kejahatan yang dapat diselesaikan.

Pulau Jawa merupakan penyumbang jumlah kejahatan tertinggi di Indonesia. Begitu
juga dengan Jawa Timur yang memiliki jumlah kejahatan tertinggi di Pulau Jawa. Salah
satu penyebabnya karena pembangunan ekonominya masih belum merata (Nugroho,
2018) Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan
bahwa adanya pihak kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan, namun jumlah
kejahatan yang terjadi sangat tinggi dan terus meningkat, sedangkan kriminalitas
merupakan masalah yang serius, terutama di daerah perkotaan.

Tabel 3. Persentase Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan Menurut Kota
di Jawa Timur

Persentase
Kota 2013 2014 2015 Rata-ratal
Kota Kediri 66,35 60,48 53,08 59,97
Kota Blitar 43,09 55,56 54,60 51,08
Kota Malang 25,72 32,48 32,51 30,24
Kota Probolinggo 61,86 67,58 65,91| 65,12
Kota Pasuruan 58,58 51,00 63,41 57,66
Kota Mojokerto 70,00 65,51 65,17| 66,89
Kota Madiun 89,63 67,42 65,81 74,29
Kota Surabaya 60,32 67,02 88,84 72,06
Kota Batu 45,89 47,79 66,67 53,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah.

Tabel 3. menunjukkan bahwa kasus kejahatan yang terjadi di daerah perkotaan Jawa
Timur tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Salah satunya adalah Kota Malang
yang memiliki persentase penyelesaian tindak kejahatan terkecil diantara Kota lain di
Jawa Timur. Tingginya tingkat kriminalitas memaksa pihak kepolisian Kota Malang
dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang terkait dengan tindak kriminalitas yang
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terjadi melalui inovasi pelayanan.

Inovasi pelayanan yang dibuat oleh Kapolres Malang Kota AKBP Singgamata,
S.1.LK.,M.H., dalam pelayanan penanganan laporan kriminalitas adalah Panic Button on
Hand (PBOH), yang mencoba memformulasikan pelayanan perangkat pusat
Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengendalian serta Informasi (K3I) Polres
Malang Kota yang telah dimiliki dan berupaya memanfaatkan teknologi komunikasi
terbaru yakni handphone jenis android. PBOH merupakan aplikasi tombol darurat yang
dapat digunakan saat seseorang dalam keadaan bahaya atau sedang melihat tindak
kriminalitas di lingkungannya.

Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan tanpa perlu datang
ke kantor polisi terdekat. Selain itu memudahkan pihak kepolisian dalam menangani
tindak kriminalitas karena mengetahui dengan jelas lokasi kejahatan. Pentingnya
penanganan laporan kriminalitas membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sangat mengapresiasi inovasi
pelayanan PBOH ini, yaitu dengan memberikan penghargaan TOP 35 Inovasi
Pelayanan Publik kepada Polres Malang Kota melalui inovasi PBOH.

Inovasi PBOH juga dapat dimanfaatkan oleh warga luar Kota Malang, namun dengan
ketentuan harus berada di area Kota Malang. Ini cara paling mudah untuk wargayang
membutuhkan polisi. Antusiasme masyarakat dengan adanya PBOH ini sangat besar,
yang ditunjukkan dengan jumlah pengunduh sebanyak 6.548 orang. Namun hal ini
tidak sebanding dengan banyaknya jumlah laporan kriminal yang masuk ke Polres
Malang Kota dengan menggunakan PBOH.

Tabel 4. Jumlah Laporan yang Masuk ke Polres Malang Kota Tahun 2015-2016

Cara Penyampaian Jumlah Kejahatan | Persentase

Melalui aplikasi

Panic Button on Hand 568 15 2,64

Tanpa menggunakan

Panic Button on Hand 5.131 4.903 95,56

Sumber: Humas Polres Malang Kota, data diolah.

Tabel di atas diolah dari laporan yang masuk ke Polres Malang Kota selama tahun 2015
sampai tahun 2016 lebih banyak dilaporkan tanpa melalui aplikasi PBOH, yaitu
sebesar 4.903 laporan kriminalitas. Terlihat perbedaan yang sangat jauh karena hanya
15 laporan kriminalitas saja yang masuk melalui PBOH. Hal ini dikarenakan banyak
kemungkinan penyebabnya, yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan
mengetahui, serta masih banyak juga masyarakat yang tidak bisa mengakses aplikasi
karena tidak memiliki smartphone untuk mengunduh aplikasi PBOH, sehingga mereka
masih melaporkan tindak kejahatan dengan langsung datangke Kantor Polisi terdekat
atau melalui telephone.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan bahwa Kepolisian Kota Malang telah
memiliki aplikasi khusus dalam meningkatkan pelayanan penanganan laporan
kriminalitas. Kepercayaan masyarakat terus terjawab seiring dengan peningkatan
pelayanan polisi saat dibutuhkan. PBOH Polres Malang Kota juga menjadi daya tarik
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bagi kota lain untuk menerapkan inovasi pelayanan yang sama. Namun, masih terdapat
banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut yang menjadi ketertarikan dalam
melakukan penelitian terkait dengan inovasi pelayanan oleh Polres Malang Kota dalam
menangani tindak kriminalitas di Kota Malang yang dilaporkan langsung oleh
masyarakat, serta mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi
penerapannya.

Melalui berbagai penjelasan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan melalui aplikasi Panic Button on Hand
sebagai inovasi dalam penanganan laporan kriminalitas di Kota Malang. Selain itu
untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan inovasi Panic Button on
Hand yang dilakukan oleh Polres Malang Kota.

Manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang. Penelitian ini juga
diharapkan menjadi informasi tambahan dalam pengembangan lebih lanjut bagi limu
Administrasi Negara khususnya yang terkait dengan inovasi pelayanan. Sedangkan
secara praktis Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi,
saran, dan kontribusi yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan
PanicButton on Hand di lingkungan kerja Polres Malang Kota sehingga dapat menjadi
lebih baik dikemudian hari.

KAJIAN LITERATUR

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu fungsi penting pemerintah selainregulasi, proteksi,
dan distribusi. Pelayanan publik merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan
fungsi pemerintah yang dijalankan (Safroni, 2012:15). Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun
daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Sinambela, 2006:5), karena pemerintah
pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal inisesuai
dengan fungsi birokrasi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat (Tachjan,
2006:138). Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap
anggota masyarakat mengambangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai
tujuan bersama (Widodo, 2001:269).

Namun, pelayanan publik saat ini tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintahan.
Swasta melalui mekanisme pasar dan masyarakat melalui organisasi- organisasi privat
juga dapat menjadi pihak penyedia pelayanan publik. Menurut Cooper, pelayanan
adalah perluasan kebajikan yang diharapkan darisemua warga negara dalam suatu
demokrasi (Denhardt and Denhardt, 2013:80). Oleh karena itu, tidak penting pemberi
pelayanan dilakukan oleh pemerintah atau organisasi, yang terpenting adalah
terpenuhinya harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.

Sejalan dengan masyarakat yang terus mengalami peningkatan, kebutuhan juga terus
mangalami perkembangan. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan publik yang bersifat
dinamis sehingga dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu,
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pelayanan publik juga harus responsif atas tuntutan dan kepentingan masyarakat sebagai
penerima layanan, yang dalam pelayanannyaharus dilakukan secara adil tanpa adanya
diskriminasi.

Inovasi Pelayanan Publik

Osborne dan Brown (2005:3) mengatakan bahwa inovasi is a specific form of change,
yaitu merupakan bentuk pasti dari sebuah perubahan yang terjadi. Hal ini didukung
dengan Mulgan dan Albury (2003:3) yang menyatakan bahwa, Successful innovation is
the creation and implementation of new processes, products, services and methods of
delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness
or quality, yaitu inovasi dapat dikatakan sukses apabila menciptakan dan menerapkan
proses, produk, pelayanan dan metode baru dalam menghasilkan perubahan yang
bersifat efektif dan efisien. Sesuatu dapat dikatakan inovasi jika membawa unsur
perubahan menjadi lebih baik.

Muluk (2008:43) menyatakan inovasi berarti mengubah sesuatu hal menjadi sesuatu yang
baru. Inovasi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan cara-cara baru dalam
menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secaralebih efektif.Robbins dan
Judge (2013:592) menjelaskan innovation is aspecialized kind of change whereby a new
idea is applied to initiating or improving a product, process, or service. Dapat dikatakan
bahwa inovasi merupakan bentuk khusus dari satu perubahan dimana ide baru diterapkan
untuk meningkatkan produk, proses, dan layanan yang dihasilkan.

Sedangkan menurut Barnett, sebuah inovasi adalah suatu ide, praktek, atau objek yang
dirasakan seperti baru oleh seorang individu (Osborne, 2002:23).Tidak penting, apakah
sebuah ide baru atau tidak yang diukur dengan selang waktu sejak penggunaan atau
penemuan pertama. Jika ide itu tampaknya baru untuk individu, itu adalah sebuah
inovasi. Dengan kata lain bahwa inovasi bukan hanya tentang membuat sesuatu yang
baru, tetapi juga tentang mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan cara baru.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah dijelaskan, inovasi dapat dikatakan
sebagai ide atau penemuan baru dalam proses, produk, metode yang diterapkan untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Inovasi tidak selalu dalam bentuk baru, namun
juga dapat mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan cara baru sehingga dapat
memberikan nilai tambah (value added).

Inovasi memiliki atribut dalam penerapannya. Menurut Rogers dalam Setijaningrum
(2016:11-12), karakteristik inovasi adalah: (1) Relative Advantage atau keuntungan
relatif, yaitu suatu inovasi harus memiliki unsur kebaruan yang melekat dan memiliki
nilai lebih atau keunggulan dibandingkan dengan gagasan sebelumnya yang digantikan;
(2) Compatibility atau kesesuaian yaitu harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan
pengalaman masa lalu, dalam hal ini adalah inovasi yang digantikan dengan yang baru.
Inovasi yang lama tidak bisa dibuang begitu saja, sehingga ada proses transisi menjadi
inovasi yang baru; (3) Complexity atau kerumitan yaitu tingkat kerumitan suatu inovasi
yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Secara umum, ide baru yang lebih sederhana
untuk dipahami akan lebih cepat untuk diadopsi daripada inovasi yang mengharuskan
untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman baru; (4) Trialability atau
kemungkinan coba yaitu sejaun mana inovasi dapat dicoba oleh masyarakat selaku
pengguna layanan.

Inovasi akan lebih mudah dipahami dan menarik untuk diadopsi jika telah melalui tahap
percobaan dan telah terbukti memiliki kualitas yang baik. Semua orang atau pihak
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memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menguji kualitasdari suatu inovasi; (5)
Observability atau kemudahan diamati yaitu sebuah inovasiharus mudah dilihat dan
diamati oleh orang lain, baik dari segi proses atau implementasi serta hasilnya yang lebih
baik. Semakin mudah seseorang dalam melihat hasil dari sebuah inovasi, maka semakin
besar kemungkinan inovasi untuk diadopsi.

Secara umum inovasi memiliki unsur kebaruan. Namun dalam lingkup sektor publik,
inovasi lebih ditekankan pada perbaikan atau perubahan pada proses, produk, struktur,
manajemen, serta teknologi baru, termasuk pelayanan yang diberikan. Osborne (2002:6)
menyatakan bahwa innovationis the introduction of new elements into a public service
in the form of new knowledge, a new organization, and/or new management or
processual skills. Inovasi dapat dikatakan sebagai pengenalan unsur-unsur pelayanan
publik yang baru dalam bentuk pengetahuan baru, organisasi baru, dan juga manajemen
yang baru.

Walker et al. (2001:12) menambahkan bahwa innovation is now expected of public
services organisations with the aim of improving their performance and increasing the
quality of services, yaitu sesuatu yang diharapkan dari organisasi pelayanan publik
dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan. Sedangkan menurut
Gershuny, inovasi dalam pelayanan publik diperlukan agar lebih efisien sehingga dapat
memenuhi pertumbuhan kebutuhan masyarakat daripada memberikan keamanan kinerja
bagi karyawan sektor publik (Osborne, 2002:60). Inovasi dapat dimanfaatkan untuk
mengembangkan strategi dan tindakan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan
publik serta meningkatkan kualitaspelayanan bagi masyarakat dengan hasil yang lebih
memuaskan, karena mengubah cara dan metode penyelenggaraan pelayanan. Oleh
karena itu, dibutuhkan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan yang bertujuan agar
kegiatan yang dilakukan serta hasil yang dicapai lebih efektif, efisien, berkualitas, dan
akuntabel. Selain itu, inovasi diadopsi oleh organisasi publik untuk memperbaiki
pelayanan yang diberikan kepada pengguna atau masyarakat, dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup dan membangun kembali komunitas yang lebih kuat
(Walker, et al., 2010:367).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi
penelitian di Polres Malang Kota, JI. Jaksa Agung Suprapto No. 19, Kecamatan Klojen,
Kota Malang. Penentuan informan dilakukan dengan purposive yaitu pengambilan
sumber data melalui pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini karena informan dianggap
paling tahu dan secara spesifik dapat memberi pemahaman tentang permasalahan dan
fenomena yang terkait dengan penelitian (Creswell, 2014:217) dan berkembang menjadi
snowball di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk uji validitas
data, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan hanya menggambarkan peristiwa
kejahatan secara umum. Menurut Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, danharta
benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen
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Kedua UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta
bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan
hukum. Adanya lembaga kepolisian yang melayani keamanan seluruh masyarakat
Indonesia untuk menjaga dan mengurangi rasa takut atas ancaman dan gangguan, juga
tidak menjamin tingkat kriminalitas yang terjadi semakin menurun.

Tabel 2. Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah di Pulau Jawa

_— Jumlah
Provinsi 2013 2014 2015
Metro Jaya 49.498 44.298 44.461
Jawa Barat 24.843 27.058 27.805
Banten 4.259 5.741 5.002
Jawa Tengah 14.859 15.993 15.958
DI Yogyakarta 6.727 7.135 9.692
Jawa Timur 16.913 14.102 35.437
Jumlah 117.099 114.327 138.355

Sumber: BPS 2016 (Biro Pengendalian Operasional, Mabes Polri), data diolah.

Pulau Jawa merupakan penyumbang jumlah kejahatan tertinggi di Indonesia. Begitu
juga dengan Jawa Timur yang memiliki jumlah kejahatan tertinggi di Pulau Jawa.
Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa
adanya pihak kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan, namun jumlah
kejahatan yang terjadi sangat tinggi dan terus meningkat, sedangkan kriminalitas
merupakan masalah yang serius, terutama di daerah perkotaan.

Tabel 3. Persentase Jumlah Tindak Pidana Yang Diselesaikan Menurut Kota
di Jawa Timur

Persentase
Kota 2013 2014 2015 Rata-ratal
Kota Kediri 66,35 60,48 53,08| 59,97
Kota Blitar 43,09 55,56 54,60/ 51,08
Kota Malang 25,72 32,48 3251 30,24
Kota Probolinggo 61,86 67,58 65,91| 65,12
Kota Pasuruan 58,58 51,00 63,41 57,66
Kota Mojokerto 70,00 65,51 65,17| 66,89
Kota Madiun 89,63 67,42 65,81 74,29
Kota Surabaya 60,32 67,02 88,84 72,06
Kota Batu 45,89 47,79 66,67 53,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah.

Tabel 3. menunjukkan bahwa kasus kejahatan yang terjadi di daerah perkotaan Jawa
Timur tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Salah satunya adalah Kota Malang
yang memiliki persentase penyelesaian tindak kejahatan terkecil diantara Kota lain di
Jawa Timur. Tingginya tingkat kriminalitas memaksa pihak kepolisian Kota Malang
dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang terkait dengan tindak kriminalitasyang
terjadi melalui inovasi pelayanan.

Inovasi pelayanan yang dibuat oleh Kapolres Malang Kota AKBP Singgamata,
S.L.LK.,,M.H., dalam pelayanan penanganan laporan kriminalitas adalah Panic Button on
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Hand (PBOH), yang mencoba memformulasikan pelayanan perangkat pusat
Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengendalian serta Informasi (K3I) Polres
Malang Kota yang telah dimiliki dan berupaya memanfaatkan teknologi komunikasi
terbaru yakni handphone jenis android. PBOH merupakan aplikasi tombol darurat yang
dapat digunakan saat seseorang dalam keadaan bahaya atau sedang melihat tindak
kriminalitas di lingkungannya.

Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan tanpa perlu datang ke
kantor polisi terdekat. Selain itu memudahkan pihak kepolisian dalam menangani tindak
kriminalitas karena mengetahui dengan jelas lokasi kejahatan. Pentingnya penanganan
laporan kriminalitas membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sangat mengapresiasi inovasi pelayanan PBOH
ini, yaitu dengan memberikan penghargaan TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik kepada
Polres Malang Kota melalui inovasi PBOH.

Inovasi PBOH juga dapat dimanfaatkan oleh warga luar Kota Malang, namun dengan
ketentuan harus berada di area Kota Malang. Ini cara paling mudah untuk wargayang
membutuhkan polisi. Antusiasme masyarakat dengan adanya PBOH ini sangat besar,
yang ditunjukkan dengan jumlah pengunduh sebanyak 6.548 orang. Namun hal ini tidak
sebanding dengan banyaknya jumlah laporan kriminal yang masuk ke Polres Malang
Kota dengan menggunakan PBOH.

Inovasi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi dan tindakan yang
dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan
bagi masyarakat dengan hasil yang lebih memuaskan, karena mengubah cara dan metode
penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan-terobosan baru dalam
pelayanan yang bertujuan agar kegiatan yang dilakukan serta hasil yang dicapai lebih
efektif, efisien, berkualitas, dan akuntabel. Selain itu, inovasi diadopsioleh organisasi
publik untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada pengguna atau masyarakat,
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun kembali komunitas
yang lebih kuat (Walker, et al., 2010:367).

Sebuah inovasi harus memiliki kerakteristik yang menunjukkan bahwa inovasi yang ada
merupakan sebuah produk baru yang digunakan untuk mempermudah pelayanan publik,
yaitu :

1. Keuntungan relatif (relative advantage)

Inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) memiliki nilai kebaruan
dibandingkan dengan yang sebelumnya. Inovasi pelayanan Panic Button on Hand
(PBOH) bukan merupakan produk baru, namun perbaikan dari sistem yang telah ada
sebelumnya dalam menangani laporan yang disampaikan masyarakat dengan
menggunakan aplikasi dalam smartphone yang dilakukan secara online. Keuntungan
yang diberikan dengan adanya inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) ini
adalah memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan kepada pihak kepolisian
Malang Kota. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang dalam keadaan darurat dan
membutuhkan kehadiran polisi dengan segera. Selain itu juga meningkatkan kecepatan
pelayanan kepolisian dalam menangani laporan masyarakat, terutama laporan tindak
kriminalitas yang membutuhkan penanganan secepatnya.

2. Kesesuaian (compatibility)

Inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) Polres Malang Kota memiliki
kesesuaian dengan tata cara penanganan laporan yang sebelumnya dan memiliki
kesesuaian dengan prosedur yang berlaku. Inovasi pelayanan Panic Button on Hand
(PBOH) ini tidak menghilangkan sistem yang lama karena hanyamemperbaiki cara
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pelaporan yang lama sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.
Hal ini terlihat pada cara pelaporan yang disampaikan masyarakat hanya dengan
menggunakan teknologi baru pada smartphone, sehingga penanganan dan tindak lanjut
atas laporan yang disampaikan tetap sama dan sesuai dengan prosedur. Prosedur
pelaporan dan penanganan sama dan sesuai dengan yang sebelumnya, hanya saja cara
bertindak dilakukan lebih mudah dan cepat dengan menggunakan teknologi.

3. Kerumitan (complexity)

Inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) memang memiliki beberapa kendala
yang dirasakan masyarakat dalam memberikan laporan melalui pelayananPanic Button
on Hand (PBOH). Kendala tersebut terjadi pada sistem pelaporan yang bermasalah saat
digunakan dan memiliki respon yang cenderung lama, sedangkan dalam kasus kejahatan
diperlukan penanganan dari pihak kepolisian secepatnya. Namun demikian, secara
umum inovasi ini dapat dikatakan memiliki tingkat kerumitan yang kecil. Hal ini
dikarenakan masyarakat hanya cukup memencet tombol Help sebanyak tiga kali tanpa
dibatasi dimensi ruang dan waktu.

4. Kemungkinan coba (trialability)

Inovasi ini telah melewati tahap uji coba yang dilakukan di depan publik. Inovasi
pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) juga telah melewati proses kajian untuk
mengetahui nilai kemanfaatan, keamanan, kesiapan infrastruktur, dan kesiapan SDM,
yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan pelayanan Panic Button on Hand
(PBOH) sebelum diluncurkan. Tahap uji coba ini merupakan penilaian kelayakan suatu
ide baru atau inovasi yang digunakan dalam memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat, juga untuk sosialisasi melalui simulasi langsung kepada masyarakat tentang
kegunaan dan manfaat adanya inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) ini.
Namun, tidak semua masyarakat mengetahui dan terlibat langsung dalam simulasi yang
dilakukan. Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang belum tahu atau memahami
inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) ini.

5. Kemudahan diamati atau observability

Proses dan implementasi inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) hanya dapat
dinilai dan diamati oleh pihak-pihak yang menggunakan dan terlibat langsung, seperti
petugas operator dan petugas yang menangani, serta orang yang melapor melalui
pelayanan Panic Button on Hand (PBOH). Sedangkan masyarakat umum, terutama
yang tidak menggunakan atau mengunduh aplikasi pelayanan Panic Button on Hand
(PBOH) tidak dapat memberikan penilaiankarena dapat diamati secara langsung proses
penanganan yang diberikan. Selain itu, teknologi yang digunakan juga tidak dapat
diamati oleh masyarakat umum tanpa perlu menggunakan terlebih dahulu.

Inovasi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai macam faktor dalam
penerapannya untuk mencapai kesuksesan dan kemanfaatan suatu inovasi. Terdapat
berbagai macam faktor yang mempengaruhi yang dapat menyebabkan inovasi ini dapat
dikatakan berhasil atau gagal dalam pelaksanaannya. Pada penerapan inovasi pelayanan
Panic Button on Hand (PBOH), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Estimasi yang tidak tepat terhadap inovasi

Inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) ini memiliki tujuan dan harapan yang
belum tercapai sepenuhnya. Faktor penghambat ini muncul karena kurang tepatnya
estimasi terhadap kondisi masyarakat, yaitu tidak banyak penduduk Kota Malang
memiliki smartphone sehingga tidak semua dapat mengakses aplikasi pelayanan Panic
Button on Hand (PBOH), oleh karena itu harapan yang diinginkan belum dapat
terpenuhi secara keseluruhan. Kurangnya sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat juga
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menjadi salah satu alasan tidak tercapainya estimasi yang diharapkan, karena masih ada
masyarakat yang kurang paham atas manfaat dan kegunaan pelayanan Panic Button on
Hand (PBOH) ini.

2. Inovasi yang tidak berkembang

Inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) ini telah menggunakan teknologi
dalam kesiapan sarana dan prasarana yang baik. Segala proses mulai dari awal
pelaporan, sampai penanganan di lapangan tidak lepas dari penggunaan teknologi.
Namun, teknologi yang digunakan masih memiliki banyak kendala dan kurang
berfungsi dengan baik, sehingga akan memberikan nilai kemanfaatan yang kurang
maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kurangnya nilai kemanfaatan atas inovasi ini juga
dapat dilihat dari masih banyak warga Kota Malang yang tidak dan belum menggunakan
aplikasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH). Aplikasi ini jarang digunakan setiap
hari, hanya digunakan pada saat tertentu yang mengalami dan melihat tindak
kriminalias, oleh karena itu mereka tidak memiliki ketertarikan untuk mengunduh,
sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dan kegunaan dari adanya inovasi
pelayanan Panic Button on Hand (PBOH).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan merujuk pada kesimpulan yang telah
diuraikan terkait dengan inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) dalam
menangani laporan kriminalitas, serta faktor-faktor yang menghambat penerapan
inovasi, maka peneliti memberikan saran kepada pihak Polres Malang Kota, sebagai
berikut :

1. Pembenahan teknologi dalam aplikasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH)
sehingga tidak ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan sistem
yang lama dalam proses. Hal ini diperlukan karena mengingat bahwa kriminalitas
membutuhkan penanganan yang secepatnya, maka dari itu perlu perbaikan agar
aplikasi yang digunakan menjadi lebih cepat.

2. Lebih intensif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena masih
banyak warga Kota Malang yang belum mengetahui dengan pasti kegunaan inovasi
pelayanan Panic Button on Hand (PBOH). Selain itu masih banyak warga Kota
Malang yang kurang merasakan nilai kemanfaatan yang diberikan invasi pelayanan
Panic Button on Hand (PBOH) ini, sehingga mereka kurang tertarik untuk
mengunduh aplikasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH).

Diharapkan aplikasi ini dikemas menjadi lebih simple dan menarik, seperti dapat
digunakan secara offline, penggunaan aplikasi dan sistem pelaporan yang mudah,
sehingga akan mudah diamati bahkan tanpa menggunakan aplikasi dan meningkatkan
minat masyarakat untuk menggunakannya.

PENUTUP

Berdasarkan penyajian, analisis, dan interpretasi yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya terkait dengan inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) Polres
Malang Kota dalam menangani laporan kriminalitas, serta faktor-faktor penghambat
inovasi, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan Panic Button on Hand
(PBOH) memiliki keuntungan lebih jika dibandingkan dengan cara pelaporan dan
penanganan laporan kriminalitas yang sebelumnya. Kelebihan ini dirasakan lebih
mudah dan simple dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Inovasi pelayanan
Panic Button on Hand (PBOH) juga telah menyesuaikan dengan cara dan prosedur
sebelumnya, meskipun menggunakan cara baru yang merupakan perbaikan sistem
sebelumnya. Namun demikian, inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) juga
memiliki beberapa kekurangan seperti tidak mudah diamati oleh masyarakat yang tidak
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terlibat langsung dalam proses dan implementasinya.

Inovasi pelayanan Panic Button on Hand (PBOH) juga terdapat kendala dalam
penerapannya karena menggunakan teknologi baru yang memiliki tingkat kerumitan
lebih tinggi dalam sistem aplikasi yang digunakan masyarakat, seperti proses loading
yang lama. Kekurangan dalam inovasi ini juga terdapat pada tahap uji coba yang tidak
dilakukan kepada seluruh warga Kota Malang, sedangkan semua orang berhak
mendapat kesempatan yang sama dalam menguji inovasi. Selain itu, masih banyak
masyarakat yang tidak merasakan nilai kemanfaatan dari adanya inovasi pelayanan
Panic Button on Hand (PBOH) ini karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
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